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Abstrak 
 
Implementasi Permendagri 13 Tahun 2006 
Terhadap Laporan Keuangan Daerah 
(Study Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur) 
 
Oleh : Dian Ratna Kusuma 
 
 
Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit 
yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa 
peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu 
kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi 
pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga 
politik daripada lembaga ekonomi.  
Instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari 
pemborosan dan hal – hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian 
akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi 
pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan 
keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan 
benar – benar diterapkan dalam instansi tersebut. Atas besaran dana yang 
digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maka melalui 
penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah dalam penggunaan uang 
negara instansi pemerintah membuat laporan keuangan yang patuh terhadap UU 
dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik 
karena semuanya merupakan syarat utama untuk dapat menciptakan good 
governance di negara demokrasi yang kita cintai ini.  
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif analitis triangulasi untuk 
mengumpulkan data, menganalisa data dan melakukan in-depth interview dalam 
situasi sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.  
Dalam penelitian ini masih ditemukan bahwa instansi pemerintah belum 
sepenuhnya patuh, transparan dan akuntabel pada peraturan yang ada karena 
belum dilaksanakannya peraturan yang ada secara menyeluruh, konsisten. Oleh 
karena itu perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap instansi 
pemerintah agar tercapai good governance. 
 
Kata Kunci : instansi pemerintah, transparan, akuntabel dan good governance. 
  
Abstract 
Implementation Permendagri 13 2006 on the Financial Statements 
of Local Government 
(Case Study in Social Services of The Province of East Java) 
 
 
By : Dian Ratna Kusuma 
 
 
Government agencies is one form of a non profit organization that aims 
to improve services to the public in the form of security enhancements 
improving the quality of education or improving the quality of healthcare and 
others. When compared with other agencies, government agency has its own 
characteristics that were more than impressed as a political institution rather 
than economic institutions.  
Government agencies are also trying to prevent or avoid waste and other 
things that are considered harmful because it would thus be a negative influence 
for each financial government agencies. To ensure efficiency and effectiveness 
in financial management, we need a proper accounting system and truly can be 
applied in the institution. On the amount of fund used in providing services to 
the general public then through this study wanted to know and understand 
whether the use of state funds government agencies to prepare financial 
statements that adhere to laws and regulations, transparent dan accountable to 
all transactions to the public as these are the main requirements to be able to 
establish good governance in a democratic country that we love.  
This research uses qualitative analytical triangulation methods to collect 
data, analyze data and conduct in depth interviews in a social situation in the 
social services of the province east java.  
In this study still found that government agencies have not fully 
compliant, transparent and accountable to the existing legislation because it has 
not implemented existing legislation thoroughly, consistenly, therefore it needs 
to make improvements on the overall government agencies in order to achieve 
good governance. 
 
 
Key words: government agencies, transparent, accountable and good 
governance. 
 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
 
1. Pada dasarnya sistem pencatatan transaksi pada Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Timur telah dilaksanakan, tetapi belum sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 karena masih ada 
beberapa tahapan-tahapan dari siklus akuntansi yang belum dilakukan. 
 
2. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Timur belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem 
penerimaan kas dan pengeluaran kas. 
 
3. Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih menggunakan basis kas 
yaitu bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan 
apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila 
transaksi belum mengakibatkan perubahan pada kas berarti transaksi 
tersebut belum dicatat dan pada akhir tahun tidak membuat jurnal 
penyesuaian . 
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